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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahtrn 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat clan Daem h I stimewa Yogyakarta; 

~- Undang-Undang Nomor 17 Tah un 1997 tentang 
Badari Penyclcsaian Sengketu Pajak [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 

Mengingat 

Menirnbang : a. bahwa untuk mclaksanakan Peraturan Dacrah Kota 
8~mArHng Nornur 7 Tahu» 2011 ten tang f19,jak 
Penerangan .Ialan dalam pelaksanaan operasionalnya 
dapat berjalan sccara efektif, efesien dan optimal, maka 
perlu rneninjau kembali Keputusan Walikota Semarang 
Nomor 973.08/ 40 Tahun 2002 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nnmnr 12 Tahun 2001 
tentang Pajak Pcnerangan .Jalan untuk dieesuaikun 
dcngan peraturan dimaksud: 

. b. · bahwa untuk melaksanakan maksud terse but di atas, 
maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak 
Penerangan .Ialan. 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR 7 TA.HUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN 

TENTANO 

PERATURAN WALIKOTA SJ£MARANG 

WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR / .. 6 TAHUN 



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1 gg7 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997~ Nomor 42, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686) sebugaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 tcntang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nornor 19 Tuh'urr 1997 
tentarig Penagihan Pajak dengan Sur~t Paksa 
(Lcmbaran Negara Republik Indon~sin Tn htrn 2000 Nomor 
12Yt Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N0111or 4189); 

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republ'ik Indonesia 
Tahun 2004 Numor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 51 Tarnbahaan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahaan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahaan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nornor 32 T<J.lnm 
2004 tl":ntAng Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 59~ Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbarari 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pernerintuh Nomor 16 'I'ahtm PJ'/() tentang 
Pcrluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, 'ram bahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelakaanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor bU Tohun l lJ'J~ tento.ng 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten­ 
kabuputen Dnerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 
di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nornor 89); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor S8 1'ahun ?.005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik l ndorreein Tuhun 2005 Numur 1401 Tambahan 
Lernbarari Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1651 Tambahan Lemharan 
Negara Nomor 4593); 

18. Peraturan Pcrnerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi clan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 4 7 3 7); 



Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Perner1ntah Daer-ah arla'lah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

BAD I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA 
SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TJ:!;NTANU PAJAK 
PENERANGAN JALAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kata Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimanu 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran 
Daerah Kora Semarang Nornor 8:3); 

23. Peraturan Daerah Kota Semarang. Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pcmcrintahan Dacrah Kata Semarang (Lcmbaran Dacrah 
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18); 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan .Julun [Lembaran Da~rah Kol.r.1 
Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tarnbahnn Lernbaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 54); 

200'/ tentang 
Penye barluasan 

TRhun 
dan 

20. Pcraturan Prcaidcn Nnmnr 
Pengesahan~ Pengundangan 
Peraturan Perundang-undangan; 

21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkut II Semarang (Lemburan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1988 Seri 
D Nomor 2); 

19. Peraturan Pemeriritah Nomor 69 Tahun 2010 tentarig 
Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
1191 Tnmhnhnn Lernbarnn Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 
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3. Walikota adnluh Walikota Semarang. 
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan per'uridang-uridangan yang 
berlaku. 

5. Din.as Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah y~u~ ~d~ojuluyH ,Ji:-1ingkut 
DPKAO arla'lah Dinaa Pengelolaan Keu9..11ga11 dan Aset Daerah Kot.a 
Semarang. 

fi. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah 
Perusahaan Listrik Negara. 

7. Pajak Penerungan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan 
Dneruh etas penggunaan tenaga listrik. 

8. Penera.ngan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk rncnerangi 
jalan umum yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseronn lninnya , badan usaha milik negara (BUMNL at-RU h~dj::ln 
usaha milik dacrah (BUMD) dengan nama dun dalam bentuk apapun, 
firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya terrnasuk kunt.rak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Tenaga li!$trik adalah t.cnaga liatrik yang berasal dari PLN maupun bukan 
PLN. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pernbayur Pajak, 
pemungut paja k yong mempunyai hak clan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan pcrpajakan daerah, 

13. Masa Pajak adalH.h jarigka waktu 1 (satu] bulan kalcndcr. yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk mcnghitung, rnenyetor clan melaporkan 
pajak yang terutt-i.ng. 

14. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat 
dalam Masa Pajak. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpi1nan data objck dan aubjck p~j~k I pen en I ufJ n br.:u'J n1y1) pnjak 
yang teruLHng ~umpui keRio.ta.n periagihan pajak kepada Wajib Pajak 
serta pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang sdanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/ atau pernbayaran pajak, obyek pajak 
dan/ atau buknn objek pajuk, dan/ atau harta clan kewajiban eeeuai 
dengan ketentuun peruturan perundang-undangan perpajakan daerah, 

1 7. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
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18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bcsarnya 
[urnluh pokuk pujak., jumlah kredit pajak , jumlah kckurangan 
·µembu.Y,u~au pokok pajak, besarnya sanksi admh1ittrasl clan j1.Ullhh i,~j~k 
yang rnasih harus dibayar. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurung Bayar Tumbahan yang selaniutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang rnerienl.ukan 
tambahan atas jumlah pajak yang ditetapka.n. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN. 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak 
sama besarnya dengan jumlah krcdit pajak atau pajak tidak tcrutang dan 
tidak ada kredit pajak. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLBJ adalah surat ketctapan pajak yang mcncntukan jumlah 
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang, 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPDt adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasif 
berupa bunga dan/atau denda. 

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuo.n tertentu dalam peraturan perundang ·undangan perpojakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Kctctapan Pajak Dacrah Nihil, Surat Kctctapan Pajak Dacrah Lcbih 
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau 
Surat Keputusan Keberatan. 

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
tcrhadap Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar ~ Surat Kctctapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

26. Pembukuan adatah stratu prose:; pencatatan yF.tng dilaktrkan secar» 
tcratur untuk mcngumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca da.n Iaporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 

27. Pemeriksaan uduluh t'i~rangkuiun kegiutun menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilakaauakan kt"!c:;.;ira olti~klif dun 
profesional bcrdasarkan suatu standar perneriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daer'ah, 



( 1) Pem bnynrnn pajak harus dilakukan sekaligus a tau lunas. 
(2) Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah 
mernenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(3) Tata cara mengangsur sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : 
a. wajib Pajak mengajukan surat perrnohonan angsuran; 
b. atas dasar permohonan tersebut Kcpala DPKAD dapat 

mempertimbangkan pembayaran angsuran; 
c. apabila permohonan dikabulkan maka diterbitkan Surat Keputusan 

Persetujuan Pembayaran Angsuran bcserta SKPD Angsuran, 

Pwm14 

BAB Ill 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 3 
(1) Pernbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat. lain yang 

ditunjuk oleh Walikotn. 
(2) Apabila pembayaran pnjnk dilakukan ditcmpat lain yang ditunjuk, hasil 

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah sclarnbat-larnbntnya 1 
(satu) hari kerja. 

(3) Pembayaran pajak dilakukan secara bulanan. 
(4) Pernbayaran bulanan dilaksanakan paling larnbat setiap Larrggal 10 pada 

bulan berikutnyn. 

(5) Apabila tanggal teraelmt j'"'I, ih p;..1ri:-1 hA.ri tibur maka pembayaran dapat 
dilakukan pa.ling lambat 1 (satu) hari kcrja berikutnya, 

(6) Apabila pembayaran pajak yang dilaksanakan sebagairnana dimaksud 
pada ayat 4 melewati tanggal tersebut dikenakan sanksi adrninistrasi 
sebesar 2 % [duu persen] perbulan. 

BAB II 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATMN 
J.Jw·ml 2 

[I] Dalam rangka pendaltaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak 
Pcncrangan Jalan barn, Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dcngan jclas, 
lengkap dan bertur sertu ditandatangani. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling Iambat 15 (lima 
. belas] huri setelah beropcrasinya obyek pajak harus mengernbulikan 
kepada petugas pajak di DPKAn. 

(3) Petugas pajak mencatat SPTl-'lJ yang telnh dikernbnlikan olch Wajib Pajak 
dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar untuk 
menerbilkan NPWPD. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagairnana dimaksud ayat (2) tidak 
dipenuhi, pendaftaran dan pendataan dapat dilakukan oleh Pejabat. 
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5 Ke ala DPKAD dart memberikan persetujuan kepada Wa]lb PaJJ 

,/ 

Q An~1urm rcmonynrnn pojab ii~ft5Wmana dimaksud ?at 121, harus 

m1~uMn ~~~Mi UHll ~r berturut-turut lenr llenaL luAn 
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Pasal 9 
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam clan tcrnpat 
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 8 
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Walikota atau pejabat 
yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, 

BAB IV 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 6 
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 

sebagai awal tindakan pelaksanaan pcnagihan pnjak dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pernbayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang, 

(3) Surat Tcguran , Surat Peringatan atau surut lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPKAD. 

Pusnl s 
Setiap pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan 
tanda bukti pernbayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 

(4) Angsuran pembayaran pajak sebagairnana dimaksud ayat (2)~ harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau 
kurang bayar. 

(3) Kepala DPKAD dttpHl 111~11.t-,r.rilrnn persetuiuan kcpada Wq.jib Pujnk 
untuk rncnunda pernbayaran pajak sarnpui l.Jult-1.r:; waktu yang 
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dcngan 
dikenakan bunga 2 % (dua persen] sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kuro.ng dibayar. 

Pasal 7 
( l) Apabila jumlah pajak yang rnusih harus dibayar tidak dilunasi dalum 

jangka waktu ~eb:-igRimana ditentukan dalarn Surat Teguran atau Si.~r.-11 . 
Peringatan atau Surat lain yang seJentfi, jumlah pajak yang harus 
dibayar ditagih dengan Surat Paksa, 

(2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disarnpaikan. 
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BAB VI 

PENGEMBALTAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PA.JAK 

P:-txHJ l () 

(1) Kt!lpala DPKAU karenu jubutun otau -,t~~ pcrrnohonan WujilJ P\.\jt:uc do.pn.t = 

a. membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau kesalahan hitung, 
dan atau kekeliruan dalam periernpan peraturan perundung-undangan 
perpajakan dacrah; 

b. membatalkan atau meugurangkan ketetupan pajak; 
c, mengurangkan a tau mcnghapuskun f-ian kai administrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan bukan kesalahan Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pernbetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, 
SKPDKD, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (l) harus 
disampaikan secara tcrtulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh) hur'i sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB~ 
SKPDKBT atau STPD dengan alasan yang jelas. 

(3) Kepala DPKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan 
sebagaimana dirnaksud ayat (2) ditcrima, sudah harus memberikan 
keputusan. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud ayat 
(3) Kepala DPKJ\D lfr111k memberikan keputusan pcrmohonnn pernbetulan, 
pcmbatalun, pengurangan kctetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administraei.rnaka permohonan dianggap dikabulkan. 

BABV 
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN 

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI 

PasaJ 1 I 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak kepada Kepala DPKAD secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya : 
a. narna dan alamat Wajib Pajak; 
b. mnsn pujak; 
c. bcsarnva kelebihan pembayaran pajak; 

d. alasan yangjeJas. 
(2) Kepala DPKAD dalam jangka paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud ayat ( 1) memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud ayat (2) dilampaui Kepala 
DPKAD tidak mcrnberikan keputusan, perrnohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLR harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

._,,., 
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BAB VII 
TATA CAID\ PENGHAPUSAN PIUTANG PA.JAK YANG SUDAH 

KEDALUWARSA 
Pasal 14 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 
melarnpaui jangka wo.ktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya Pajak, kecuali apabila wajih pajak melakukan tindak 
pidana di bidrmg perpajakan daerah. 

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagairnana dimaksud uyat ( 1) 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/ a tau Surat Paksa: 

Pusnl 12 

(1) Pengembalian kelebihan pernbayaran pajak sebagairnana dimaksud Pasal 
11 ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan SP2D. 

(2) SP2D dibebankan pada mata anggaran pendapatan pajak tahun 
anggaran berjalan atau mata anggaran penerimaan sernula. 

(4) Apabila Waiib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan 
pembayarnn pajak sebagaimana ayat (3) langsung diperhitungkan 
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajaknya. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilalcukun dularn waktu 
paling lama 2 [dua] bulan sejak ditcrbitkannya SKPDKLH. 

(G) Apabila pengembalian kclcbihan pcmbayaran pajak dilakukan setelah 2 
(dua) bulan sejak diterbitkunnyu 8KPDL8, t<l"lp.=ila Ul-'KAD mcrnbcrikan 
imbalan bunga ?i % (dua persen) sebulan atas keterlambatan 
pem bayaran kele bihan pajak. 

(7) Apabila kdebihan pernbayaran pajak dipcrhitungkRn denga.n utang 
pajak lalnnya, scbagairnana dirnaksud ayat (4) pembayarannya 
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukrt pemindah bukuan 
juga berlaku sebagai bukn pernbnynrnnnyu. 

(8) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kclcblhan 
pernbayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dcngan 
pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama wajib 
pajak lain. 

Pasal 13 
(1) SP2D dibuat rangkap 4 [empat] dengan peruntukan sebagai berikut : 

a. lembar ke I dan 2 untuk Bidang Perbendaharaan selaku Penerbit 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

b. lembar ke 3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. 

c. lembar ke 4 untuk Bidang Pajak. 
(2) Bidang perbendaharaan DPKAD atas namn Kepala DPKAD wajib 

menerbitkan Surat Pcrintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 5 
(lima) hari kerja sejak SPP diterima. 
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BAR TX 
TATA CARA PEMERIK8AAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

(1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk 
rnenguji kepatuhan pemenuhan kewajibarr perpajakan daerah dalam 
rangka melakaariakan pcraturan perundang undungan perpajakan 
daerah. 

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang mcnjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
objek pajak yang terutang; 

BAB VIII 
SANKS! ADMINISTRASI 

Pasal 16 
Walikota dapat menutup clan mencabut ijin usaha bagi pengtrsaha apabila : 
a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut 

tidak membayar pajak atau: 
b. tidak melayani dengan baik petugas dan/ atau tan pa alasan yang sah 

rnenolak untuk diadakan tindak pemeriksaan dan melawan pctugas 
pemeriksa yang sah dilengkapi dcngan aurat tugas dari Walikota. 

Pasal 15 
(1) Piutang Pajak yang tidak rnungkin ditagih lagi karena huk untuk 

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 
(2) Kepala DPKAD melakukan investarisasi terhadap wajib pajak yang 

berkategori kedaluwarsa se bagaimana dimaksud ayat ( 1). 

(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dimohonkan persetujuan 
Walikota. 

(4) Wnl;kot.;-:1 mcnctapkan Keputuean Penghapuean Piutang Pajak yang sudnh 
keda.luwarsa sebagaimana dirnaks'ud pada avat (I). 

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun 
tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagairnana 
dirnakaud pada aya.t (2) huruf a, kcd:-1luwMrHH µt:autJ.7.ihan dihitung s~ja.k 
tanggal pcnyarnpaian Surul pa.lcoCL tersebut. 

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf h ad:iliih Wajib Pajak dengan kesadarannya menyntaknn 
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada 
Pemerintah Dacrah. 

(5) Pengakuan utang secnrn t.iduk Iungsung ecbagaimans dirnaksud pada 
ayat (2) huruf b dapat diketahui dad pengAJm=m permohonan angsuran 
ntau penundaan pernbayaran dan permohonan keberaran oleh Wajib 
Pajak. 
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BABX 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasnl 18 
( 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarung Nornor 7 Tahun 2011 

tentang Pajak Penerangan Jalan diserahkan dan menjadi tanggung 
jawab Kepala DPKAD. 

(2) Kepala D PKAD dalam rnelaksa nakan Peraturan Dae rah Kota Semarang 
Nomor 7 Tuhun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan mernpunyai 
wcwcnang: 
a. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objck pajak penerangan 

jalan; 
b. menetapkan besarnya pajak; 
c. mernungut, menagih dan menerima pembayaran pajak seatrai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
d. mcnerirnn, rnenolak, dan m,.~rnf 11:riknn keputusan terhudup 

perrnohonan angsuran, penundaan, pengcmbalian kelebihan 
pembayaran pajak; 

e. melaksanakan pcmbetulan, pernbatalan, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak; 

f. menyetorkan penerirnaan pajak paling lambat 1 x 24 jam ke kas 
daerah: 

g. menyampaikan laporan pclakeanaan tugaa sebagairnana dimakaud 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f setiap bulan 
kepada Walikota. 

b. memberikan kesernpatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan mernberikan bantuan gun~ kelancaran 
pemeriksaan, dan/ atau; 

c. memberikan keterangan ym1g dipedukan. 

(3) 'I'atacar'a pemeriksaan pajak adaluh sebagai berikut : 
a. perneriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) 

bulan sekali olch tim Perneriksa; 
b. Tim Pemeriksa Pajak scbagalmana dimaksud huruf A dibentuk olch 

Kepala LJPKAD Kota Semarang; 
c. Tim Pemeriksa mempunyai tugas menguji kepatuhan pcmenuhan 

pembayaran pajak dan kebenaran atas pcmungutan dan pcnyetoran 
pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan Pajak; 

d. untuk keperluan pemcriksaan, Wajib Pajak diwajibkan 
mcmperlihatkan, meminjamkan huku catatan, dokurnen, memberikan 
kesempatan untuk mernasuki ruangarr/fernpat yang diperlukan dan 
memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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lb BERITA lJAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .2.011· NOMOR 

SEKRETARIS DAER.AH KOTA SEMARANG 

ADIT~NTO 

HENDRAR PRIHADI 
Diundangkan di Semarang 

pada tanggal : a;_ ~ ~· 'J.. .. b \'f 

ui Senio.ra.tlg 
z -z._ .)'}.) (!. l..·01 f 

Ditetapka.n 
pa.du tanggal 

Pereturru:1 Wa!ikota ini mu(ai beriaku parla tan~,.J dim,dongkan. 

Agar senup orang dapet mengetahuinya, memerinlahkan pengundangun 
Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya dalam Derita Daerah l<ota Semarang. 

BABXIJ 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 19 


